
PENGELOLAANOBJEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik
Wisata di Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang
Pembentukan Daerah
lingkungan Propinsi Djawa Barat
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Pu
Mengubah Undang
tentang Pembentukan Daerah
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind

2. Undang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara
5038);

3. Undang
Pemerintahan Daerah (
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAANOBJEK DAYA TARIK
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik
Wisata di Kabupaten Karawang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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KARAWANG

WISATA
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan
arawang nomor 18 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

rwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Undang Nomor 14 Tahun 1950

Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

onesia Nomor 2851);

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Republik Indonesia Nomor

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026(Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor18Tahun
2016 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016
Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN OBJEK
DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

BagianKesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan dan
Kepariwisataan Kabupaten Karawang.

5. Obyek Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman
kekayaan alam, Budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya
tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat
Rekreasi Obyek Daya Tarik Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola
dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.



3

BagianKedua
AsasdanTujuan

Pasal 2

Pengelolaanobjekwisata di Daerahdilaksanakanberdasarkanasasmanfaat,
keadilan, peningkatanpendapatandankeseimbangan.

Pasal 3

Pengelolaanobjekwisata di Daerahbertujuan:

a. memperkenalkan, mendayagunakan,
melestarikandanmeningkatkanmutuobyekdandayatarikwisata;

b. memupuk rasa cintatanah air
khususnyakecintaankepadakekayaanalamdanbudaya yang ada di
Kabupatenterutamaterhadapobyekdandayatarikwisatanya;

c. memperluasdanmeratakankesempatanberusahadanlapangankerja;
dan

d. meningkatkanPendapatanAsli Daerah
dalamupayameningkatkankesejahteraanrakyat.

BAB II
OBJEK DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

(1) Obyekdayatarikwisata yang
diaturpengelolaannyadalamPeraturanBupatiiniadalahobjekwisata yang
dimilikidan/ataudikelolaolehPemerintah Daerah.

(2) Pengelolaanobjekdayatarikwisatasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
didasarkanpada:

a. PenguasaantanahasetmilikPemarintah Daerah;

b. kerjasamapemanfaatanaset Negara antaraPemerintah Daerah
denganPemeganghakpengelolaanaset Negara;

Pasal 5

Objekdayatarikwisata yang dimilikidan/ataudikelolaolehPemerintah
Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB III
PENGELOLAANOBJEK DAYA TARIK WISATA

BagianKesatu
LingkupPengelolaan

Pasal 6

(1) Pengelolaanobjekdandayatarikwisatasebagaimanadimaksuddalam
Pasal 4 dilaksanakanolehPerangkat Daerah yang
membidangiKepariwisataan.

(2) LingkuppengelolaanobjekdandayaTarikwisatasebagaimanadimaksudpa
daayat (1),meliputi:

a. Pemungutanretribusi;

b. Pengelolaankeamanandanketertiban;

c. Pengelolaankebersihandanpenanganansampah;

d. Pengelolaanperparkiran; dan

e. PengelolaandanpemeliharaansaranadanprasaranaobjekdandayaTa
rikwisata.

BagianKedua
KerjasamaPengelolaanObjekdanDayaTarikWisata

Pasal 7

(1) DinasdapatmelakukankerjasamapengelolaanobjekdayaTarikwisataseba
gaimanadimaksuddalamPasal 6 denganpihakketiga.

(2) Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dapatdilaksanakandenganpolakontrakkelola (Management Contract)
yang dituangkandalamNaskahPerjanjianKerjasama.

(3) NaskahPerjanjianKerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat (2) paling
sedikitmemuat:

a. Subjekkerjasama;

b. Objekkerjasama;

c. RuanglingkupkerjasamapengelolaanobjekdayaTarikwisata;

d. HakdanKewajibanparapihak, termasukresiko yang
harusdipikulmasing-masingpihak;

e. JangkaWaktukerjasama;

f. TarifRetribusiPelayanandanmekanismepemungutan;

g. KontribusihasilpengelolaanobjekdayaTarikwisata;

h. Sanksidalamhalmasing-
masingpihaktidakmemenuhiketentuanperjanjiankerjasama;

i. PemutusanatauPengakhiranPerjanjianKerjasama;

j. PengaturankepemilikanpotensiobjekdayaTarikwisatabesertafasilit
asnyadan/ataupengelolaannyaselamaberlangsungnyadanpadasaa
tberakhirnyaperjanjiankerjasama;

k. Keadaanmemaksa; dan

l. Penyelesaianperselisihan.
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Pasal 8

(1) Kontribusi yang
diperolehataskerjasamapengelolaanobjekdayaTarikwisatasebagaimana
dimaksuddalamPasal 7 ayat
(1)secaralangsungmerupakankomponenpendapatandaerahdan di
setorkankerekeningumumkasdaerah.

(2) Pendapatandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1)
digunakanuntukmendanaipengembanganobjekdandayaTarikwisata di
Daerah.

BagianKetiga
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Dinas yang
membidangiKepariwisataanmelakukanpengendaliandanevaluasipengel
olaanobjekdandaya tarikwisata.

(2) Pengendaliandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1)
dilakukanterhadap:

a. Kebijakanpengelolaanobjekdandayatarikwisata;

b. Pelaksanaanpengelolaanobjekdandaya tarikwisata;

c. Pendapatandanbelanjapengelolaanobjekdandaya tarikwisata; dan

d. Saranadanprasaranaobjekdandaya tarikwisata.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

(1) Bupatimelakukanpembinaansecarateknis,
administrasidankeuangankepadapengelolaobjekdandayaTarikwisata.

(2) Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi:

a. SosialisasikebijakanpengelolaandanpemberdayaanobjekdandayaT
arikwisata;

b. Koordinasipengelolaandanpemberdayaanobjekdandaya
tarikwisata;

c. Pemberianbimbingan, supervisi,
dankonsultasipelaksanaanpengelolaandanpemberdayaanobjekdan
daya tarikwisata; dan

d. Pemantauandanevaluasipelaksanaanpengelolaandanpemberdayaa
nobjekdandaya tarikwisata.
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

Bupatimelakukanpengawasanpengelolaandanpemberdayaanobjekdandaya
tarikwisata yang dilaksanakanolehPerangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR :41 .

Salinansesuaidenganaslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004


